
 
 

 
 

    
  

 

 

 

 



 
 

 
 

    
  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Penerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 21 Bahwa Ringkasan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) memuat: Capaian kinerja makro; 

ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar; hasil EPPD dan opini atas laporan 

keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya; ringkasan realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran daerah; dan inovasi daerah, sebagai berikut: 

 

I. Capaian Kinerja Makro 

Tabel  Capaian Indikator Makro 

No 
Indikator Kinerja 

Makro 
Capaian Kinerja 

Tahun 2020 
Capaian Kinerja 

Tahun 2021 
Perubahan 

(%) 

1 2 3 4 5 

1 Indeks Pembangunan 
Manusia 

72,45 72,72 0,373 

2 Angka Kemiskinan 6,63 6,50 -1,961 

3 Angka Pengangguran 10,64 8,98 -15,602 

4 Pertumbuhan Ekonomi -3,38 4,27 226,331 

5 Pendapatan Perkapita 47,60 55,21 15,987 

6 Ketimpangan 
Pendapatan 

0,365 0,363 -0,548 

Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2021 

 
a. Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010 – 2021 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Banten 2021 
 
 
 



 
 

 
 

    
  

 

b. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota(Persen) di Provinsi Banten 
Tahun 2012 – 2021 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Banten 2021 

 
 

c. Angka Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2021 

 
 



 
 

 
 

    
  

 

 

 

d. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita di Provinsi Banten Tahun 2021  

 

 

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 11/02/36/Th.XVI tanggal 7 Februari 

2022 bahwa Perekonomian Banten Tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB atas 

dasar harga berlaku mencapai Rp 665,92 Triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 

55,21 Juta atau US$ 3.858,51, ekonomi Provinsi Banten tahun 2021 naik 4,44%. 

 



 
 

 
 

    
  

 

 

 

e. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini), Tingkat Ketimpangan Pendapatan Provinsi 

Banten Tahun 2021 

 



 
 

 
 

    
  

 

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2021, Sesuai dengan pencapaian Misi Provinsi Banten 

sebagai berikut: 

- Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Tujuannya : 

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah 

dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dam sumber daya aparatur 

berintegrasi, berkompetensi serta melayani; 

- Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Tujuannya:  Meningkatnya 

infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, 

orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan 

perekonomian daerah; 

- Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas, 

Tujuannya: Terwujudnya Akses, Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas 

Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing; 

- Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, 

Tujuannya Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan 

Kesehatan, Meningkatnya Pelayanan Kesehatan; 

- Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi, Tujuannya 

Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi 

Lokal, Sasaran: Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan. 

 

III. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 

Sebelumnya; 

A. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  

- Proses monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

Pemda dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk melalui proses 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Pemerintah Pusat 

yang, dengan menggunakan dasar utama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD). 

- Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta tindak 



 
 

 
 

    
  

 

lanjut hasil evaluasi sebagai bahan sinkronisasi perencanaan dan penetapan 

target pembangunan pusat dan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- Ketentuan teknis penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah melalui sistem informasi berbasis elektronik atau 

SILPPD dengan Alamat Web: elppd.kemendagri.go.id sesuai. 

 

B. Opini atas laporan keuangan Provinsi Banten tahun 2020 adalah Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) Berdasarkan Surat Dari Badan Pemeriksa Kauangan 

Perwakilan Provinsi Banten Nomor 10/LHP/XVIII.SRG/04/2021 tanggal 9 April 

2021. 

 

IV. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran  daerah; 

 

 
 



 
 

 
 

    
  

 

 
 
 

 



 
 

 
 

    
  

 

 

 



 
 

 
 

    
  

 

 
 

 

 



 
 

 
 

    
  

 

 

V. Inovasi daerah. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi 

Daerah,. Innovative Government Award (IGA) 2021 merupakan Kegiatan 

penganugerahan kepada seluruh Kepala Daerah yang inovatif, secara daring dan 

luring serta live streaming youtube Badan Litbang Kemendagri 29 Desember 2021. 

Perkembangan Data Inovasi Daerah di Provinsi Banten dari Tahun 2018 s.d 

Tahun 2021 sebagai berikut : 

 

No. Tahun Jumlah Inovasi Peringkat Nasional 

1. 2018 51 8 

2. 2019 70 6 

3. 2020 173 5 

4. 2021 182 7 

 

Inovasi Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan 

Daerah, diantaranya: E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah), Aplikasi 

Persediaan SIAP, Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 

(SIMRAL) Bapenda, Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP), e- UPZ Pemprov 

Banten (peningkatan pengelolaan zakat ASN untuk memberdayaan masyarakat). 

Inovasi daerah berdasarkan bentuk pelayanan publik diantaranya: Geoportal 

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Melalui SAMSATCERIA, SIBENDA 

(Sistem Informasi Bencana Daerah) Provinsi Banten, SIMANIS (Sistem Informasi 

Menangani Pengaduan Kekerasan), eBanten Jawara eGov, Sistem Informasi 

Pelayanan Elektronik Terbuka (SIPEKA),  

Inovasi Daerah Provinsi Banten Berdasarkan Inovasi Daerah Lainnya 

diantaranya: SIMPARDA (Sistem Informasi Pariwisata Daerah), Sistem Informasi 

Pengawasan Kinerja Penikik Jalan (Waskat), Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan 

Sosial (ASIKS) Daerah, SIDAFAN (Sistem Data dan Informasi Anak). 

 

 



 
 

 
 

    
  

 

 

 

 

Demikian disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RLPPD) Provinsi Banten Tahun 2021, untuk di sampaikan kepada Masyarakat 

Provinsi Banten Melalui Media Cetak dan Elektronik, atas Perhatian dan Perkenannya 

kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


